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Pengantar 


DARI TRANSISI KE KONSOLIDASI 
DEMOKRASI 


Oleh Syamsuddin Haris 


emilihan-pemilihan umum yang relatif lebih bebas, fair, damai, dan 

demokratis yang berlangsung sejak 1999 telah mengantarkan bangsa 
Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia sesudah 
India dan Amerika Serikat. Sejak 2004 bangsa Indonesia juga mulai 
menyelenggarakan pemilihan presiden dan wapres secara langsung oleh 
rakyat, yang kemudian dilanjutkan dengan pemilihan kepala-kepala 
daerah (pilkada), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, 


secara langsung pula sejak 2005. 


Terlepas berbagai kekurangannya, kehidupan demokrasi pasca- 
Orde Baru patut dicatat sebagai prestasi bangsa setelah selama hampir 
empat dekade sebelumnya negara kita diperintah oleh dua rezim 
otoriter, yakni Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959-1965) dan Orde 
Baru Soeharto (1966-1998). Dibandingkan dengan negara-negara 
pasca-otoriter lainnya di berbagai belahan dunia, termasuk kawasan 
Asia Tenggara, perkembangan demokrasi Indonesia pasca-Soeharto 
dapat dikatakan sangat signifikan. Apabila menggunakan parameter 
pemenuhan hak-hak politik dan kebebasan sipil seperti sering dipakai 
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oleh lembaga Freedom House yang berpusat di Amerika Serikat, tak 


terbantahkan, Indonesia termasuk kategori negara demokrasi. 


Namun demikian sulit pula dibantah bahwa prestasi berdemokrasi 
tersebut acapkali berbanding terbalik dengan realitas tata-kelola 
pemerintahan yang masih buruk. Selain itu, kehidupan kebangsaan 
masih dirundung berbagai masalah krusial. Karut-marut persoalan 
politik, hukum, dan ekonomi, hampir tidak pernah berhenti membayangi 
perjalanan bangsa kita. Seperti ditulis Larry Diamond, tatkala hak-hak 
politik dan kebebasan sipil meningkat pesat dan siginifikan dibandingkan 
Thailand dan Filipina, kualitas tata-kelola negara, pemerintahan dan 
kebijakan, serta penegakan hukum, justru relatif rendah dibandingkan 
India dan dua negara yang disebut di atas. Ironisnya, ketika pemilu-pemilu 
semakin bebas, demokratis, dan bahkan langsung, kebobrokan moral 
para penyelenggara negara di hampir semua tingkat cenderung tidak 
berkurang. Fenomena korupsi para pejabat publik di lembaga eksekutif, 
legislatif, dan yudikatif seperti diungkap oleh Komisi Pemberantasan 


Korupsi, misalnya, mencerminkan realitas tersebut. 


Pengalaman lebih dari 15 tahun transisi demokrasi yang dialami 
bangsa Indonesia menunjukkan betapa terjal dan berliku-liku jalan yang 
harus dilalui menuju sebuah demokrasi substansial yang terkonsolidasi. 
Meskipun pemilu-pemilu yang relatif bebas dan demokratis telah berlangsung 
secara berkala dan lembaga eksekutif serta legislatif dihasilkan setiap lima 
tahun sekali, perjuangan menuju demokrasi yang terkonsolidasi ternyata 
tidak mudah. Pertarungan dan tarik-menarik kepentingan politik di antara 
berbagai pihak, terutama antara berbagai elemen masyarakat pendukung 
gerakan reformasi dan demokratisasi di satu pihak, dan pendukung status 


guo di pihak lain, mewarnai dinamika politik pasca-Soeharto. 
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Barangkali itulah benang merah yang mengikat berbagai isu 
politik yang diangkat dalam buku karya Dr. Valina Singka Subekti yang 
tengah berada di tangan pembaca ini. Melalui artikel dan makalah di 
berbagai kesempatan, doktor ilmu politik yang juga merupakan dosen 
senior pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 
Indonesia ini mendeskripsikan dinamika transisi dan konsolidasi 
demokrasi yang dialami bangsa Indonesia terutama pada era reformasi. 
Ruang lingkup karya Valina Singka Subekti dalam buku ini mencakup 
rentang isu yang cukup luas, mulai dari dinamika transisi demokrasi 
yang dialami bangsa kita, perdebatan format baru pemilu di era 
transisi, isu seputar hukum, konstitusionalitas, dan demokratisasi, 
problematik sistem kepartaian, pemilu dan sistem perwakilan, hingga 
isu problematik sistem demokrasi pada umumnya. 


Salah satu kelebihan buku ini dibandingkan yang lain terletak 
pada sosok penulisnya. Seperti diketahui, sang penulis, Valina Singka 
Subekti, bukan sekadar seorang akademisi atau dosen di universitas 
terkemuka di negeri ini (UI), melainkan juga seorang praktisi sekaligus. 
Valina tak hanya pernah menjadi anggota MPR dari Utusan Golongan 
hasil Pemilu 1999, tetapi juga menjadi salah seorang komisioner 
KPU pada pemilu lima tahun berikutnya. Tak berapa lama setelah 
meninggalkan KPU, Valina terlibat sebagai anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP), suatu lembaga yang memiliki tanggung 
jawab sebagai pengawal etis atau penjaga moral dari para penyelenggara 
pemilu dari pusat hingga daerah. 


Saya kira pengalaman yang kaya tersebut memberi kesempatan 
kepada Valina untuk memahami berbagai isu politik yang ditulisnya 
menjadi “lebih dekat” dibandingkan akademisi lainnya. Artinya, dalam 
membahas dan menganalisis suatu realitas politik, Valina tidak semata- 


mata melihatnya dari sudut pandang pengamat atau “orang luar”, tetapi 
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juga sekaligus sebagai “orang dalam” yang pernah terlibat, baik sebagai 


anggota parlemen maupun selaku komisioner KPU dan anggota DKPP. 


Dalam konteks tersebut, kehadiran buku ini patut diapresiasi, 
bukan hanya dalam rangka memperkaya literatur studi politik Indonesia 
dari sudut pandang seorang akademisi yang terlibat, tetapi juga sebagai 
pelajaran bagi kita bahwa keterlibatan seseorang dalam kegiatan 
nonakademis tidak harus mengorbankan integritas dan reputasi secara 
akademis. Saya kira melalui berbagai tulisannya dalam buku ini Valina 
berhasil membuktikan hal itu. 


Karena itu pula, buku ini sangat layak menjadi salah satu koleksi 
sekaligus rujukan bagi para pembaca dalam upaya memahami dinamika 
politik Indonesia pada umumnya dan problematik konsolidasi 
demokrasi pada khususnya. Apresiasi dan selamat saya ucapkan kepada 


Dr. Valina Singka Subekti, semoga karya-karya lain segera menyusul. 


Jakarta, 2 Februari 2015. 
Prof. Dr. Sjamsuddin Haris 
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Sekapur Sirih 


PENGANTAR KONSOLIDASI DEMOKRASI 


Oleh: Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH 


A ssalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, 


Dr. Valina Singka Subekti tergolong intelektual perempuan 
yang sangat produktif di bidangnya, bukan saja di dunia akademis, tetapi 
juga dalam menyumbang pikiran dan tenaganya bagi pembangunan 
sistem demokrasi di negara kita. Di samping sebagai dosen yang setia 
kepada tugas-tugas akademiknya di kampus, ia aktif dalam pelbagai 
forum di luar kampus, dan bahkan pernah menjadi anggota Komisi 
Pemilihan Umum (KPU, 2001-2007), Anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilu (DKPP, 2012-2017), dan bahkan pernah menjadi 
anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Golongan (1999- 
2001) yang aktif terlibat sebagai Anggota Badan Pekerja MPR yang 
mempersiapkan naskah Perubahan I, II, dan Perubahan III UUD 1945 
di Panitia Ad Hoc III (PAH III) pada tahun 1999 dan di Panitia Ad Hoc 
I (PAH I) pada tahun 2000-2001. 


Karena itu, ia tidak hanya bergulat dengan ide-ide dan pemikiran, 
tetapi juga bekerja untuk membangun sistem politik Indonesia di era 
Reformasi. Semangat inilah yang kemudian membawanya menjadi 


anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan sekarang Dewan 
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Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ia terus membaca, 
menulis, mengajar, dan bekerja untuk demokrasi Indonesia modern. 
Dengan pengalaman sejak sebelum dan sesudah reformasi tersebut 
tentu sangat wajar apabila kemudian menuliskannya, terakhir begitu 
banyak hal-hal baru yang diperkenalkan dan diterapkan dalam praktik 
sistem demokrasi konstitusi yang kita bangun. Banyak hal yang terasa 
berlebihan, tetapi masih banyak juga yang terasa kurang. Dari evaluasi 
menyeluruh terhadap kinerja demokrasi kita selama 16 tahun terahir, 
wajar membawa orang pada ide penting untuk melakukan penataan 
kembali sistem demokrasi kita. 


Namun, dalam praktik, tentu saja tidak mudah untuk menentukan 
sikap final di antara pilihan-pilihan yang tersedia. Semuanya bersifat 
dinamis dan pelbagai aspek yang kita nilai juga belum dapat dikatakan 
final. Semuanya sedang menjadi (on becoming) sehingga belum dapat 
dinilai secara utuh kelebihan dan kekurangannya. Karena itu, solusi- 
solusi tambal sulam ataupun ide-ide yang tidak sungguh-sungguh 
mendalam, belum tentu menghasilan jawaban yang dibutuhkan dalam 
rangka konsolidasi demokrasi yang dimaksud. Sebagai contoh, upaya 
untuk mengembalikan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung 
yang sudah dipraktikan sejak tahun 2005 serta merta dipandang oleh 
publik sebagai langkah 'set-back' dengan mengembalikan kedaulatan 
yang pernah dipegang oleh Presiden di masa Orde Baru dan pernah 
dititipkan kepada para wakil rakyat di masa awal Reformasi, sesudah 
direbut kembali oleh rakyat sejak tahun 2005, hendaknya diserahkan 
kembali lagi secara paksa kepada DPRD seperti pada masa awal 
Reformasi. 


Kontroversi kebijakan pengembalian sistem pemilihan kepala 
daerah secara tidak langsung oleh DPRD ini dapat dilihat sebagai salah 
satu contoh yang paling nyata mengenai kesulitan-kesulitan yang tidak 
mudah diatasi dalam dinamikan konsolidasi demokrasi yang dimaksud 
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oleh Dr. Valina Singka Subekti dalam bukunya ini. Karena itu, Presiden 
Soesilo Bambang Yudhoyono memperkenalkan istilah Reformasi jilid 
2. Nampaknya, ia lebih menyukai istilah Reformasi jilid 2 daripada 
konsolidasi demokrasi, karena istilah konsolidasi itu sendiri dapat 


menimbulkan citra negatif karena adanya kesan 'set-back' semacam itu. 


Buku ini tentu tidak membahas tentang Pemilihan Kepada 
Daerah secara tidak langsung tersebut. Yang dibahas dalam buku ini 
cukup beragam karena sifatnya menghimpun pemikiran-pemikiran 
lepas yang pernah disajikan berupa makalah-makalah di forum-forum 
seminar dan pelbagai media massa. Namun, benang merah semua 
tulisan-tulisannya itu sangat tetap dan dirangkumkan menjadi buku 
dengan judul “Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dari Ide Pembaharuan 
Sistem Politik Hingga ke Praktik Pemerintahan Demokrasi”. Isinya 
dapat dikatakan penting, mudah dicerna, dan enak untuk dibaca. Saya 
percaya para pembaca akan beruntung membaca buku ini. Karena itu, 
saya ucapkan selamat kepada Dr. Valina Singka Subekti atas terbitnya 


buku ini, dan selamat pula kepada penerbit dan para pembaca. 


Jakarta, 20 Oktober 2014 


Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum 


(DKPP) 
Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, SH. 
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Catatan Penulis 


enulis memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat 
Pera dan karunia-Nya buku ini dapat hadir di hadapan pembaca. 
Penyusunan buku ini melewati proses yang cukup panjang karena isi 
buku ini merupakan kemasan ulang sebagian tulisan-tulisan Penulis, 
baik yang pernah dimuat di media nasional maupun lokal (Kompas, 
Republika, Sindo, Gatra) serta kumpulan makalah yang pernah Penulis 
sampaikan di beberapa forum nasional, lokal, dan regional sejak tahun 
1999 sampai dengan tahun 2014. Buku ini menjadi catatan-catatan 
pikiran Penulis sebagai akademisi dan refleksi pengalaman sebagai 
Anggota MPR RI 1999-2001, Anggota KPU RI 2001-2007, dan Anggota 
DKPP RI Periode 2012-2017. 


Di dalam buku ini, Penulis mengelompokkan kumpulan 
tulisan ke dalam 6 Bagian sesuai dengan benang merah tema yang 
berdekatan. Bagian Pertama bertema “Pemilu Nasional Periode 1999- 
2014: Beragam Problem dan Analisa” berisi enam belas tulisan terkait 
praktik penyelenggaraan pemilu di Indonesia, serta tanggapan dan 
analisa Penulis terhadap beragam masalah yang dihadapi. Tulisan 
pertama “Pemilu Berkualitas: Pintu Gerbang Demokrasi” memberikan 
pengantar filosofis tentang pentingnya peran pemilu di Indonesia. 
Setelah membaca tulisan pertama ini, Pembaca diharapkan dapat 
memahami bahwa pemilu yang mampu berperan sebagai pintu gerbang 


demokrasi adalah pemilu berkualitas, baik dari segi penyelenggara 
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maupun penyelenggaraannya. Pemilu yang berkualitas-lah yang 
mampu menelorkan pejabat dan atau pemerintahan yang memiliki 
legitimasi dan mandat tanggung jawab pada kehidupan rakyat, sesuai 
roh UUD 1945. Tulisan “Proyeksi Sistem Pemilu, Revisi UU Politik 
dan Peningkatan Kualitas Pemilu” kemudian menerangkan tentang 
tantangan yang dihadapi KPU Periode 2001-2007. Setelah itu, “Lesson 
Learned (Belajar) dari Pilkada Langsung” berisi tentang paparan Penulis 
tentang masalah-masalah yang terjadi ketika penyelenggaraan pilkada 
antara tahun 2005-2008. 


Tulisan “Konsolidasi Partai Menjelang Pemilu 2009” menjelaskan 
bagaimana parpol yangidealnyaberperansentral sebagai penyalur aspirasi 
rakyat, memberikan solusi terhadap masalah rakyat, serta menyiapkan 
kader berkualitas yang siap pakai. Namun, pada praktiknya parpol 
secara umum berkriteria masih miskin ideologi dan justu berkoalisi 
dengan parpol lain yang berbeda platform, dan hanya beraktivitas 
tinggi ketika menghadapi pemilu atau pemilukada. “Rumitkah Pemilu 
dengan 34 Partai Politik?” menggambarkan tantangan yang dihadapi 
KPU dan masyarakat dalam pemilu 2009 terkait jumlah parpol yang 
besar. Tulisan “Informasi Pemilu dan DPT” membangun analisis 
bahwa keberhasilan pemilu ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan 
lembaga penyelenggara pemilu menyebarluaskan informasi pemilu dan 
tahapannya kepada seluruh masyarakat. “Kesiapan KPU Menjelang 
Pemilu 2009” berisi tentang kritik kalangan luas terhadap kesiapan 
KPU dalam menyelenggarakan pemilu tahun 2009. Sedangkan tulisan 
“Dampak Ketidaksiapan KPU” memberikan penjelasan tentang 
beberapa dampak negatif ketidaksiapan KPU dalam mempersiapkan 


tahapan pelaksanaan pemilu. 


“Bercermin dari Masalah DPT Pemilu 2009” merupakan tulisan 


yang menjelaskan pentingnya pemutakhiran data pemilih dengan 
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melibatkan sinergi antar lembaga yang dilakukan secara berjenjang 
mulai tingkat atas hingga tingkat administrasi penyelenggara pemilu 
dan pemerintahan yang paling bawah. “Antisipasi dan Solusi Persoalan 
Pasca Pemilu 2009” kemudian menjelaskan tentang prediksi masalah 
yang harus diantisipasi saat pemungutan dan penghitungan suara 9 
April 2014. Tulisan “Pembelajaran Pemilu Legislatif 2009” memberikan 
poin-poin permasalahan di lapangan menurut masyarakat. “Pilpres 
2009 Harus Lebih Baik” memuat tulisan tentang bagaimana seharusnya 
pilpres 2009 dilaksanakan lebih sederhana dan mudah. Tulisan “Dari 
Pemilu Iran ke Pemilihan Presiden 2009” memuat tentang Indonesia 
harus sadar pentingnya penghitungan elektronik, selain manual, untuk 
memastikan bahwa penghitungan suara berjalan cepat dan akurat 
sehingga kemungkinan manipulasi dapat ditekan. Penghitungan 
elektronik dengan pemanfaatan teknologi ini sudah dilakukan Iran 
ketika pemilu presiden tahun 2009. Sementara itu, “Catatan Menjelang 
Pemilu Presiden 8 Juli 2009” merupakan tulisan yang menjelaskan 
bahwa pendidikan pemilih, DPT fiktif, dan spanduk sosialisasi KPU 
yang dinilai memihak menjadi tiga masalah yang turut mempengaruhi 
kualitas pilpres 2009. Tulisan “Pesta di Tengah Keterbatasan” menjelaskan 
tentang tantangan bagi KPU untuk membangun penghitungan suara 
secara elektronik. “Akankah kualitas DPR Hasil Pemilu 2014 Bisa 
Lebih Baik: Refleksi dan Proyeksi Kualitas DPR Hasil Pemilu 2014” 
membahas tentang masalah klasik, yaitu aspek keterwakilan dan 
akuntabilitas anggota DPR. 


Bagian Kedua yang bertema “Politik Konstitusional dan 
Demokratisasi” terdiri atas tujuh tulisan. Tulisan pertama yang berjudul 
“Kekerasan Politik dalam Perubahan Politik” menjelaskan tentang 
penggunaan kekerasan politik dan hasilnya di beberapa negara, serta 


menunjukkan sejarah politik dunia bahwa kekerasan politik dalam suatu 
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perubahan politik tidak akan menghasilkan pemerintahan demokratis. 
Selanjutnya, tulisan “Masa Depan Demokrasi Indonesia” memaparkan 
empat tingkat perubahan rezim yang harus dilewati Indonesia untuk 
menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Tulisan ketiga, “Negara Hukum 
dan Demokratisasi Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945” menjelaskan 
bahwa demokrasi dapat berjalan efektif jika disertai oleh kepatuhan 
kepada hukum dan peraturan. Tulisan selanjutnya, “Perubahan UUD 
1945 dan Demokratisasi” membahas tentang pentingnya reformasi 
konstitusi sebagai salah satu langkah awal demokratisasi di Indonesia. 
Sedangkan “Problematika Implementasi Hasil Perubahan UUD 1945” 
membahas tentang masalah-masalah yang masih dihadapi Indonesia 
pasca amandemen UUD 1945. Tulisan “Perubahan UUD 1945, 
Mahkamah Konstitusi, dan Pemilu yang Demokratis” memaparkan 
tentang pembentukan MK dan peran penting MK dalam mewujudkan 
pemilu yang demokratis dan mengawal pelaksanaan aspek kedaulatan 
rakyat sebagai nyawa konstitusi. Tulisan “HAM dalam Perubahan UUD 
1945” menjelaskan tentang upaya mempromosikan dan memasukkan 
HAM secara utuh ke dalam konstitusi melalui proses amandemen UUD 
1945 agar nantinya dapat menjadi landasan yuridis konstitusional 
dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak warga 


negara. 


Bagian Ketiga bertema “Komplikasi Sistem Presidensial” terdiri 
atas tiga tulisan. Tulisan pertama, “Konstitusi dan Revitalisasi Sistem 
Presidensial Indonesia” membahas tentang perubahan mendasar sistem 
tata negara sebagai hasil amandemen UUD 1945 yang bertujuan 
mengantar Indonesia menuju demokrasi, di antaranya dengan: 
mengatur kembali distribusi kekuasaan trias politica dan memperkuat 
sistem presidensial melalui integrasi dengan sistem pemilu yang 


dinilai mampu menyederhanakan sistem partai. “Komplikasi Sistem 
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Presidensial” menjelaskan upaya tim amandemen UUD 1945 dalam 
mencari solusi mengkombinasikan sistem multipartai -yang dianggap 
kurang kompatibel- dengan sistem presidensial. Pemilu serentak 
dinilai dapat menciptakan koalisi partai permanen berdasarkan nilai 
ideologi, serta mendorong pembentukan partai pendukung pemerintah 
dan partai oposisi, hingga akhirnya dapat menyederhanakan jumlah 
partai. Electoral Threshold, Parliamentary Threshold, dan memperkecil 
ukuran dapil juga dinilai mampu mendukung upaya tersebut. “Pemilu 
Legislatif dan Pemilu Presiden Serentak” kemudian menjelaskan bahwa 
kebutuhan pemilu serentak merupakan desain hasil amandemen yang 
lahir dari perdebatan pemikiran anggota PAH I, masyarakat sipil, dan 
masukan Tim Ahli PAH I BP MPR. Namun, terdapat kesenjangan 
pemahaman substansi UUD 1945 hasil amandemen antara anggota 
DPR periode 1999-2004 dengan anggota DPR periode 2004-2009 
sehingga UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum belum 


koheren dengan konstitusi. 


Bagian selanjutnya bertema “Politik Keterwakilan” terdiri atas 
tiga tulisan. Tulisan pertama, “Cukupkah Keterwakilan Politik Melalui 
DPR dan DPD” menjelaskan bahwa keterwakilan rakyat melalui DPR 
dan DPD dinilai sudah tepat jika didasarkan atas sistem tata negara, 
praktik universal demokrasi tidak langsung, serta asas keseimbangan 
terkait kepentingan penduduk dan eksistensi daerah. Indonesia 
memiliki wilayah geografis yang luas, dan terdiri atas suku, agama, dan 
budaya yang heterogen. Selain membutuhkan DPR sebagai representasi 
penduduk, Indonesia juga membutuhkan DPD yang diharapkan dapat 
mengantarkan aspirasi dan kepentingan daerah yang sangat beragam 
ke tingkat nasional, mampu membantu memecahkan persoalan terkait 
hubungan pusat dan daerah, serta melindungi kepentingan kelompok 


tertentu di daerah dari dominasi kekuasaan mayoritas. Namun, 
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kesenjangan ketentuan yang dimuat dalam konstitusi dan Undang- 
Undang membuat DPD tidak puas atas pemangkasan wewenang yang 
dilakukan DPR. Ketidakharmonisan hubungan antara DPR dan DPD 
inilah yang masih harus dievaluasi dan diperbaiki oleh Indonesia. 
“Politik Hukum Legislasi Indonesia” berbicara tentang proses 
pembuatan kebijakan publik untuk menentukan arah pembentukan 
peraturan perundang-undangan, dalam rangka mencapai tujuan akhir 
bernegara. Berdasarkan konstitusi UUD 1945 hasil amandemen, 
kekuasaan membentuk Undang-Undang ada di tangan DPR dan proses 
ini tidak terlepas dari pertarungan ideologis, serta kepentingan politik 
partai dan pemerintah. Keberhasilan politik hukum legislasi dipengaruhi 
oleh kemampuan DPR menterjemahkan tujuan prolegnas yang sudah 
ditetapkan. Tulisan “Membaca Prospek Amandemen UUD 1945 ke-5?” 
menjelaskan bahwa wacana amandemen UUD 1945 ke-5 muncul karena 
hasil amandemen ke-4 dinilai telah membatasi wewenang DPD dan 
menghasilkan sistem presidensial dengan nuansa parlementer. Namun, 
Penulis menyatakan bahwa sebelum mengajukan perubahan tahap ke-5, 
upaya pembenahan dan pengkajian atas implementasi UUD 1945 hasil 
amandemen sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan bahan evaluasi 


yang rasional dalam rangka menyempurnakan substansi UUD 1945. 


Bagian kelima, “Gender dan Politik” terdiri atas lima tulisan. 
Tulisan pertama yang berjudul “Politik dalam Perspektif Gender” 
menjelaskan bagaimana konstruksi sosial telah menciptakan stereotype 
relasi dan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan, termasuk 
di ranah publik dan privat. Definisi politik yang terletak di ruang 
publik dan pelabelan perempuan yang seharusnya berperan di ruang 
domestik mensubordinasikan perempuan dari kontribusi perempuan 
untuk mempengaruhi kebijakan publik. Ilmu dan praktik politik 


pun, serta definisinya menjadi steril dari perempuan. Tidak heran 
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kemudian jika perempuan yang selama ini telah termarjinalkan 
secara kolektif menuntut persamaan perlakuan dan keadilan atas 
berbagai ketimpangan struktural dan budaya, guna mencari solusi atas 
permasalahan yang dihadapi oleh perempuan. “Akses dan Kontrol 
Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Politik” memaparkan 
tentang demokratisasi yang membuka kesempatan bagi seluruh warga, 
termasuk kelompok perempuan untuk terlibat pengambilan keputusan 
politik, mengakses dan mengontrol pembangunan. Namun, dalam hal 
ini kelompok perempuan masih harus menghadapi kendala struktural 
dan kultural di berbagai bidang: ekonomi, sosial, politik, juga budaya. 
Tulisan ketiga, “Memberdayakan Perempuan dalam Sistem Politik 
Indonesia” menjelaskan bahwa perempuan memiliki potensi besar 
untuk mempengaruhi perumusan kebijakan publik dengan menduduki 
jabatan politik. Tulisan “Keterwakilan Politik Perempuan di Indonesia” 
membicarakan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam 
pengambilan keputusan untuk kepentingan perempuan sebagai 
warga negara. tujuannya, agar kebijakan publik lebih berperspektif 
perempuan, mampu mengakomodasi kepentingan perempuan. 
Namun, perempuan umumnya terhambat oleh persoalan struktural 
sosial politik (kurangnya peluang yang diberikan parpol dan kurangnya 
jaringan kerja sama antar kelompok perempuan, atau antara kelompok 
perempuan dengan organisasi publik lainnya), persoalan struktural sosial 
ekonomi (lemahnya sumber keuangan perempuan untuk kampanye, 
terbatasnya akses pendidikan dan pilihan profesi, serta adanya beban 
ganda). Pada sisi lain, perempuan juga terhambat oleh kendala kultural 
(politik dicitrakan sebagai wilayah penuh konflik yang keras dan 
tidak cocok untuk perempuan). Menurut Penulis, salah satu upaya 
yang telah diterapkan Indonesia untuk meningkatkan keterwakilan 
politik perempuan ialah dengan kebijakan afirmatif. Tulisan kelima, 
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“Kepekaan Gender dalam Politik Indonesia” membahas tentang 
gerakan perempuan dan masyarakat untuk meningkatkan keterwakilan 
politik perempuan di parlemen melalui advokasi muatan Pasal 28 H 
UUD 1945, kebijakan kuota 30Yo, dan penentuan calon berdasarkan 
nomor urut. Namun, keputusan MK tanggal 23 Desember 2008 yang 
menetapkan penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak 
dinilai membuyarkan perjuangan kelompok perempuan dalam meraih 


akses ke ranah perumusan kebijakan publik. 


Bagian keenam dalam buku ini bertema “Peran Penyelenggara 
dan Peserta Pemilu dalam Penciptaan Pemilu yang Berkualitas”. Tulisan 
pertama bagian ini, “Komisi Etik dan Inclusiveness dalam Pemilu” 
menjelaskan tentang pembentukan, peranan, fungsi, dan kinerja DKPP 
sebagai komisi yang mengawasi kode etik penyelenggara pemilu dalam 
rangka mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Tulisan 
kedua, “Mengukur Partisipasi Publik dalam Pemilu: Antara Peluang dan 
Problematika Partai Politik Menjelang Pemilu 2014” membahas peluang 
dan problem yang dihadapi partai politik menjelang pemilu 2014, serta 
langkah-langkah yang bisa diambil partai politik untuk menanganinya. 
Tulisan terakhir dalam bagian sekaligus buku ini, “Profesionalisme dan 
Netralitas KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Guna Meningkatkan 
Partisipasi Masyarakat Pemilih” menjelaskan bahwa penyelenggara 
pemilu yang netral, profesional, dan berintegritas tidak hanya berperan 
dalam mewujudkan proses pemilu yang berkualitas, tetapi juga berperan 
dalam menumbuhkan kepercayaan publik sehingga mampu mendorong 


masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pemilih aktif. 


Bagian terakhir buku ini bertema “Politik Nasional dalam 
Analisis Peristiwa” berisi lima tulisan. Tulisan pertama, “Pemahaman 
Demokrasi dalam Memantapkan Wawasan Kebangsaan” menjelaskan 


bahwa demokrasi dapat dimaknai sebagai alat untuk memantapkan 
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wawasan kebangsaan atau memantapkan pemahaman tentang 
persoalan-persoalan yang tengah dihadapi bangsa, seperti terhambatnya 
perkembangan demokrasi secara substansial akibat partai dan parlemen 
yang belum mampu mengartikulasi kepentingan rakyat. Reformasi 
dan pemberdayaan partai politik dinilai akan mampu menjadi salah 
satu cara yang mampu menyetarakan Indonesia dengan bangsa lain 
di dunia. “Kemerdekaan Berpolitik dalam Praktik di Pusat dan 
Daerah” merupakan tulisan yang memaparkan tentang praktik 
demokrasi prosedural: pemilu nasional dan pemilukada di daerah 
memperlihatkan kemerdekaan politik. Namun, kemerdekaan berpolitik 
baru bisa dibilang berkualitas jika kekuasaan yang digunakan untuk 
perbaikan kualitas hidup rakyat, yang ditunjukkan oleh kinerja partai 
politik dan parlemen untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Tulisan 
Ketiga, “Pendidikan Politik: Membangun Paradigma Budaya Politik 
yang Bermartabat” menjelaskan pentingnya upaya negara untuk 
mengembangkan dan menanamkan model pendidikan politik yang 
mampu membentuk budaya politik partisipatif dan bermartabat, 
melalui sinergi dengan beragam pihak (keluarga, lembaga pendidikan, 
partai politik, serta organisasi civi! society). “Kasus Bank Century dan 
Pemakzulan Presiden atau Wakil Presiden” merupakan tulisan yang 
membahas tentang proses pengawasan DPR melalui hak angket terhadap 
pemerintah terkait kasus bailout Bank Century dan kemungkinan 
pemakzulan dalam sistem presidensial, berdasarkan ketentuan UUD 
1945. Tulisan kelima, “Implikasi Penanganan Kasus Bank Century 
dan Desain Ketatanegaraan Indonesia” menjelaskan tentang fenomena 
politik terkait mencuatnya kasus Century di DPR dan desain tata 
negara di Indonesia: elite politik di pemerintahan dan kabinet tidak 
selalu mengambil sikap atau posisi sejalan dengan mandat partai 
akibat koalisi partai jangka pendek tanpa ikatan ideologi, DPR tidak 
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berkutik ketika pemerintah memberikan pendapat berbeda dengan 
membenarkan kebijakan bailout Bank Century, serta komplikasi relasi 
eksekutif dan legislatif akibat kombinasi sistem presidensial dengan 


sistem multipartai. 
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